PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI WONOGIRI NOMOR 4 TAHUN 2021
TENTANG TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

Loa.

1.

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentan

BUPATI WONOGIRI
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI WONOGIRI
NOMOR 14 TAHUN 2023

TENTANG

DAN RETRIBUSI SEWA RUMAH DINAS

BUPATI WONOGIRI,

bahwa dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan
menindaklanjuti ketentuan penjelasan Pasal 13 ayat (2)
Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang
Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu Atas Tenaga
Listrik, maka Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 4 Tahun
2021 tentang Tata Cara Pemberian Insentif Pemungutan
Pajak Daerah dan Retribusi Sewa Rumah Dinas perlu
ditinjau kembali;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupat
tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 4
Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Insenti
Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Sewa Rumah
Dinas;

Aty

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesig
Tahun 1950, Nomor 42);

-

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembar
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo
5234) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomo
13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentu
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republi
Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembar
Negara Republik Indonesia Nomor 600);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesi
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negar

o
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. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan

. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata

. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 202(

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6841);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor
238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6841);

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6757);

Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5950);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

U=

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentan
Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu Atas Tenag
Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 202
Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi
Nomor 6848);

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peratur
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentan
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembar
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

=4

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daeral
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

p

~J

—

Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 5 Tahun 201
tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
(Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2011 Nom
5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nom
94);

A




Menetapkan

13.

14.

15.

16

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI WONOGIRI NOMOR 4 TAHUN 202
TENTANG TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF PEMUNGUTA
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI SEWA RUMAH DINAS.

Ketentuan dalam Pasal 7 Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 4 Tahun 2021 tentang T
Cara Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Sewa Rumah Dinas
(Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2021 Nomor 4) ditambah ayat baru, ya
ayat (4) sehingga berbunyi sebagai berikut :

Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 6 Tahun 2011
tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Wonogiri Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 95) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri
Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 6 Tahun 2011 tentang
Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun
2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Wonogiri Nomor 189);

Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 2 Tahun 2012
tentang Retribusi Jasa Usaha di Kabupaten Wonogiri
(Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2012 Nomor
2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor
103) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Wonogiri Nomor 8 Tahun 2020 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Wonogiri Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha
di Kabupaten Wonogiri (Lembaran Daerah Kabupaten
Wonogiri Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 191);

Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 18 Tahun
2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun
2012 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Wonogiri Nomor 95);

Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 3 Tahun 2021
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Wonogiri Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 194);

MEMUTUSKAN :

Pasal I

at

Pasal 7

(1) Indikator pembayaran pemungutan insentif Pajak dan Retribusi adalah kegiatan
penghimpunan data obyek dan/atau subyek pemungutan Pajak dan Retrib
sampai dengan kegiatan penagihan atas Pajak dan Retribusi.

/

1kni




(2) Indikator sebagaimana dimaksud ayat (1) mempertimbangkan prioritas pencapai

-

target pemenuhan atas realisasi, karakteristik jenis Pajak dan Retribu

kemampuan perekonomian masyarakat dan pertimbangan lainnya.

(3) Indikator sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan keputusan kepal

Perangkat Daerah.

(4) Khusus untuk indikator pembayaran pemungutan insentif Pajak Barang dan J
Tertentu atas Tenaga Listrik antara lain meliputi tata cara pembayaran, pelapor
ketetapan, penagihan, penghapusan piutang, keberatan, banding, pembukuan,

pemeriksaan pajak yang dibayar sendiri berdasarkan penghitungan oleh wz
pajak.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati
dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wonogiri.

Ditetapkan di Wonogiri
pada tanggal 4 April 2023

Diundangkan di Wonogiri

pada tanggal 4 April 2023
SEKRETARIS DAERAH
KABQEATEN WONOGIRI,

BERITA DAERAH KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2023 NOMOR 14
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PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Jalan Raden Mas Said Wonogiri, 57652
Telepon (0273) 322805, Faksimili (0273) 322804
Email : dppkad.wonogiri@gmail.com Website : bpkd.wonogirikab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN WONOGIRI

NOMOR 40 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI
PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI
TAHUN 2023

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN WONOGIRI,

Menimbang : a. bahwa dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomx
1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antai
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah da
menindaklanjuti ketentuan penjelasan Pasal 13 ayat (
Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentar
Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu A
Tenaga Listrik, maka Peraturan Bupati Wonogiri Nomor
4 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Insentif
Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Sewa Rum
Dinas perlu ditinjau kembali;

N

L

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimat
dimaksud huruf a maka perlu menetapkan Keputus:
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupat:
Wonogiri tentang Penetapan Rancangan Peraturs
Bupati pada Badan Pengelolaan Keuangan Daer:
Kabupaten Wonogiri Tahun 2023;

pr ) : 19}
o

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950, Nomor 42) sebagaimar
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahu
1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat Il Batar
dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun

€
g
)
1

1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupat
Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembar
Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 3
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomi
2757);




Menetapkan
KESATU

KEDUA

: Menetapkan Rancangan Peraturan Bupati pada Badé
pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Wonoguirui Tahun
2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan
ini.

: Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah ir
mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republi
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahumn
2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 13 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangka
Daerah Kabupaten Wonogiri (Lembaran Daerak
Kabupaten Wonogiri Tahun 2016 Nomor 22, Tambahar
Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 156);

Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 58 Tahun 2016
tentang Susunan, Kedududukan dan Tata Kerji

Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri (Berit
Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2016 Nomor 39

P

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengz

)
1
Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 66 Tahun 2019
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati

Wonogiri Nomor 58 Tahun 2016 tentang Susunan

Kedududukan dan Tata Kerja Organisasi Perangkat
Daerah Kabupaten Wonogiri (Berita Daerah Kabupaten

Wonogiri Tahun 2019 Nomor 66);

MEMUTUSKAN

-

Ditetapkan di Wonogiri
pada tanggal 30 Maret 2023

KEPALA BADAN PENGELOLAAN

GAN DAERAH
JRATEN WONOGIRI,
T\

AN

gADAN PENGELOL
JANGAN DAER

11




LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN WONOGIRI

NOMOR 4 TAHUN 2023

TENTANG PENETAPAN RANCANGAN
PERATURAN BUPATI PADA BADAN
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2023

DAFTAR PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI PADA BADAN
PENGELOAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN
WONOGIRI TAHUN 2023

NO. NAMA RANCANGAN PERATURAN BUPATI

1. |Perubahan Atas Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 4 Tahun 20:
tentang Tata Cara Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah d

NS
et

Retribusi Sewa Rumah Dinas;




TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

Ta.

1.

BUPATI WONOGIRI
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI WONOGIRI
NOMOR 4 TAHUN 2021

TENTANG

RETRIBUSI SEWA RUMAH DINAS

BUPATI WONOGIRI,

bahwa untuk menyesuaikan ketentuan Peraturan Bupati
Wonogiri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian
Tambahan Penghasilan dan Pelaksanaan Presensi Dalam
Jaringan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri
(Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2021 Nomor 26)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati

Wonogiri Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan Atal |

Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 26 Tahun 2021 tentan
Pemberian Tambahan Penghasilan dan Pelaksanaan
Presensi Dalam Jaringan Di Lingkungan Pemerintak

Kabupaten Wonogiri (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri
Tahun 2021 Nomor 51) perlu mengatur Pemberian Insentif
Pajak Daerah dan Retribusi Sewa Rumah Dinas;

S

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksuc
dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Tata Cara Pemberian Insentif Pajak Daerah d
Retribusi Sewa Rumah Dinas;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentan

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkung
Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesi
Tahun 1950, Nomor 42);




Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6573);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang -
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan  Perundang-undangan  (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesi
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negarj
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata
Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentan
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republ.ij
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6322);




i

10.

¥1:

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 5 Tahun
2011 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
(Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2011
Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri
Nomor 94);

Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 6 Tahun
2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Wonogiri Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 95) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri
Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 6 Tahun 2011 tentan
Pajak Dacrah (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogi
Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Dae

Kabupaten Wonogiri Nomor 189);

Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 2 Tahu
2012 tentang Retribusi Jasa Usaha di Kabupaten Wonogi
(Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 201
Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wornogi
Nomor 103) sebagaimana telah diubah dengan Perat
Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 8 Tahun 2020 tentan
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri
Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha di
Kabupaten Wonogiri (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri
Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Wonogiri Nomor 191);

Lt

Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 18 Tahur
2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan

Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahum
2012 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupate
Wonogiri Nomor 95);




Menetapkan

12. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 3 Tahun|
2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2021 Nomor 3
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor

194);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN
INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI

SEWA RUMAH DINAS.

BAB 1|
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

ks
2.

Daerah adalah Kabupaten Wonogiri.
Bupati adalah Bupati Wonogiri.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan

pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang
selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan
yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu
dalam melaksanakan pemunguian Pajak Daerah dan Retribusi

Daerah.

Pajak Dacrah yang selanjutnya disebut Pajak adalah
kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang
pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan
Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara
langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi

scbesar-besarmya kemakmuran rakyat.

Retribusi Sewa Rumah Dinas yang selanjutnya disebut
Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas
sewa rumah dinas yang disediakan dan/atau diberikan oleh
Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau
badan.




7. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari

penghimpunan data obyek dan subyek Pajak atau Retribusi

yang terutang sampai kegiatan penagihan Pajak atau Retribusi
kepada wajib Pajak atau wajib Retribusi serta pengawasan

penyetorannya.
BAB II
PEMBERIAN INSENTIF
Pasal 2
Pemberian Insentif pemungutan Pajak dan Retribusi

dilaksanakan berdasarkan asas kepatutan, kewajaran, dan
rasionalitas disesuaikan dengan besarnya tanggung jawab,
kebutuhan, serta karakteristik dan kondisi obyektif Daerah.

BAB I1I
JENIS PAJAK DAN RETRIBUSI YANG MENDAPAT
INSENTIF PEMUNGUTAN
Pasal 3

(1) Pajak yang mendapatkan Insentif meliputi:
a. Pajak Hotel;

Pajak Restoran;
Pajak Hiburan;
Pajak Reklame;
Pajak Penerangan Jalan;
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
Pajak Parkir;
. Pajak Air Tanah;

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
j. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Tm@ e Qa0 T

-t e
.

(2) Retribusi yang mendapatkan Insentif adalah Retribusi Sewa
Rumah Dinas.




(1)

(2)

(3)

(4)

BAB IV

PENERIMAAN DAN BESARNYA INSENTIF
Pasal 4

Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan Pajak dan
Retribusi diberikan Insentif atas dasar pencapaian kinerja
tertentu.

Pencapaian kinerja tertentu sebagaimana dimaksud ayat (1)

adalah:

a. triwulan pertama penerimaan Pajak dan Retribusi telah
mencapai 15% (lima belas persen) dari rencana penerimaan
dalam tahun anggaran berkenaan;

b. triwulan kedua penerimaan Pajak dan Retribusi telah
mencapai 40% (empat puluh persen) dari rencana
penerimaan dalam tahun anggaran berkenaan;

c. triwulan ketiga penerimaan Pajak dan Retribusi telah
mencapai 75% (tujuh puluh lima persen) dari rencana
penerimaan dalam tahun anggaran berkenaan;

d. triwulan keempat penerimaan Pajak dan Retribusi telah

mencapai 100% (seratus persen) dari rencana penerimaarn

dalam tahun anggaran berkenaan.

Insentif  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara

proporsional dibayarkan kepada:

a.Bupati dan Wakil Bupati sebagai penanggung jawab
pengelolaan keuangan Daerah;

b. pejabat dan pegawai pada Perangkat Daerah yang
melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi sesuai
dengan tanggung jawab masing-masing;

c. pemungut Pajak Bumi dan Bangunan pada tingkat
kecamatan, desa/kelurahan serta tenaga lainnya yang
ditugasi oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan
pemungutan Pajak; dan

d. pihak lain yang membantu Perangkat Daerah yang
melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi.

Pemberian Insentif kepada Bupati dan Wakil Bupati
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diberikan dalam
hal belum diberlakukan ketentuan mengenai remunerasi.




(1)

(2)

(3)

(1)

Pasal 5

Insentif diberikan sebesar 5% (lima persen) dari rencana
penerimaan Pajak atau Retribusi dalam tahun anggaran
berkenaan untuk tiap jenis Pajak dan Retribusi.

Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) adalah Retribusi yang pemungutannya dikerjasamakan
dengan pihak ketiga.

Retribusi yang pemungutannya dikerjasamakan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan Insentif sebesar 2,5%
(dua koma lima persen) dari rencana penerimaan Retribusi

dalam tahun anggaran berkenaan.

Pasal 6

Persentase Insentif untuk setiap penerimaan sebagai berikut:
a. Pajak selain Pajak Bumi dan Bangunan pembagiannya
diatur:

1.Bupati sebesar 7% (tujuh persen) dari total Insentif
dalam tahun anggaran berkenaan;

2. Wakil Bupati sebesar 6% (enam persen) dari total Insentif
dalam tahun anggaran berkenaan;

3. Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan Pajak
sebesar 87% (delapan puluh tujuh persen) dari total
Insentif dalam tahun anggaran berkenaan.

b. Pajak Bumi dan Bangunan pembagiannya diatur:

1. Bupati sebesar 7% (tujuh persen) dari total Insentif
dalam tahun anggaran berkenaan;

2. Wakil Bupati sebesar 6% (enam persen) dari total Tnsentif
dalam tahun anggaran berkenaan;

3. Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan Pajak
Bumi dan Bangunan sebesar 82% (delapan puluh dua
persen) dari total Insentif dalam tahun anggaran
berkenaan;

4. pemungut Pajak Bumi dan Bangunan pada tingkat
kecamatan, desa/kelurahan scrta tenaga lainnya yang
ditugasi oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan




(2)

(1)

(2)

( (3)

(1)

J,\

pemungutan Pajak sebesar 5% (lima persen) dari total
Insentif dalam tahun anggaran berkenaan.
¢. Retribusi pembagiannya diatur:

1. Bupati sebesar 7% (tujuh persen) dari total Insentif
dalam tahun anggaran berkenaan;

2. Wakil Bupati sebesar 6% (enam persen) dari total Insentif
dalam tahun anggaran berkenaan;

3. Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan Pajak
dan Retribusi sebesar 87% (delapan puluh tujuh persen)
dari total Insentif dalam tahun anggaran berkenaan.

Besaran dan penerima Insentif untuk pemungut Pajak Bumi
dan Bangunan pada tingkat kecamatan, desa/kelurahan serta
tenaga lainnya yang ditugasi oleh Perangkat Daerah
ditetapkan dengan keputusan Bupati.

BAB V

INDIKATOR DAN PEMBAYARAN INSENTIF

Pasal 7

Indikator pembayaran pemungutan Insentif Pajak dan
Retribusi adalah kegiatan penghimpunan data obyek dan/atau
subyek pemungutan Pajak dan Retribusi sampai dengan
kegiatan penagihan atas Pajak dan Retribusi.

Indikator sebagaimana dimaksud ayat (1) mempertimbangkan
prioritas pencapaian target pemenuhan atas realisasi,
karakteristik jenis Pajak dan Retribusi, kemampuan
perekonomian masyarakal dan pertimbangan lainnya.
Indikator sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan
keputusan kepala Perangkat Daerah.

Pasal 8
Pembayaran Insentif kepada Bupat, Wakil Bupati dan

Perangkat Naerah yang melaksanakan pemungutan Pajak dan
Retribusi diberikan setiap triwulan pada awal triwulan

berikutnya.




(2) Penjabaran triwulan sebagaimana dimaksud ayat (1) yaitu:

a. apabila pada akhir triwulan 1 realisasi mencapai 15% (lima
belas persen) atau lebih, Insentif diberikan pada awal
triwulan [I;

b. apabila pada akhir triwulan | realisasi kurang dari 15%
(lima belas persen), Insentif tidak diberikan pada awal
triwulan II;

c. apabila pada akhir triwulan II realisasi mencapai 40%
(empat puluh persen) atau lebih, Insentif diberikan untuk
triwulan I yang belum dibayarkan dan triwulan II;

d. apabila pada akhir triwulan II realisasi kurang dari 40%
(empat puluh persen), Insentif untuk triwulan Il belum
dibayarkan pada awal triwulan IIT;

e. apabila pada akhir triwulan IIl realisasi kurang dari 75%
(tujuh puluh lima persen), Insentif tidak diberikan pada
awal triwulan IV;

f. apabila pada akhir triwulan III realisasi mencapai 75%
(tujuh puluh lima persen) atau lebih, Insentif diberikan
pada awal triwulan IV;

g. apabila pada akhir triwulan 1V realisasi mencapai 100%
(seratus persen) atau lebih, Insentif diberikan untuk
triwulan yang belum dibayarkan;

h. apabila pada akhir triwulan IV realisasi kurang dari 100%
(seratus persen) tetapi lebih dari 75% (tujuh puluh lima
persen), Insentif diberikan untuk triwulan III dan triwulan

sebelumnya yang belum dibayarkan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bu
Wonogiri Nomor 48 Tahun 2016 tentang Pengaturan Pem
Insentif Pgjak Bumi dan Bangunan Scktor Perdesaan dan Perkot

(Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2016 Nomor 48) dicabut dar

dinyatakan tidak berlaku.

1




Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Kabupaten Wonogiri.

|
Ditetapkan di Wonogiri 1
pada tanggal 12 Jeouwerd 20‘2
____ BUPATI WONOGIRI, .

Diundangkan di Wonogiri Ny @" )
pada tanggal 12 Joaoucri 2029 ' SRR ‘
SEKRETARIS DAERAH ' | |

KABUPATEN WONOGIRI,
- ’.——

KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2027 NOMOR 2
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